
WALIKOTA MOJOKERTO 

PROVINS! JAWA TIMUR 

PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO 

NOMOR 25 TAHUN 2020 

TENTANG 

PENGHAPUSAN SANKS! ADMINISTRASI PAJAK DAERAH KARENA DAMPAK 

CORONA VIRUS DISEASE 2019 

· DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALIKOTA MOJOKERTO, 

Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 107 ayat (2) dan ayat (3) 

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 

dan Retribusi Daerah, dinyatakan penghapusan sanksi 

administratif pajak diatur dengan Peraturan Kepala Daerah; 

b. bahwa dalam rangka melaksanakan Instruksi Menteri Dalam 

Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran 

dan Percepatan Penanganan Corona Vims Disease 2019 di 

Lingkungan Pemerintah Daerah, sebagaimana diamanatkan 

dalam upaya penanganan dampak ekonomi dengan 

melaksanakan pemberian insentif berupa pengurangan atau 

pembebasan pajak daerah dan perpanjangan waktu 

pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan; 

c. bahwa penyebaran Corona Vims Disease 2019 berdampak 

pada menurunnya tingkat ekonomi masyarakat dan dunia 

usaha khususnya yang menjadi Wajib Pajak Daerah di Kota 

Mojokerto; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan 

Peraturan Walikota Mojokerto tentang Penghapusan Sanksi 

Administrasi Pajak Daerah Karena Dampak Corona Virus 

Disease 2019; 



Mengingat 
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: 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa 

Timur/ Jawa Tengah / Jawa Barat sebagairnana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang 

Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 
tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di 

Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 

Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 551); 

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang 

Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2007 
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4 723); 

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 

dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5049); 

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 

144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5063); 

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ten tang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagairnana telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 

183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6398); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang­
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5679); 
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7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan 

Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6236); 

8. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan 

Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi 

Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam 

Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan 

Perekonomian Nasional dan/ atau Stabilitas Sistem Keuangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6485); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang 

Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II 

Mojokerto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 

Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3242); 

10. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang 

Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus 

Disease 2019 (COVID-19); 

11. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang 

Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus 

Disease 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional; 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

21 Tahun 2011 ten tang Perubahan Kedua atas Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan 

Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2018 Nomor 157); 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 

ten tang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 

( COVID-19) di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249); 
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15. Peraturan Gubemur Jawa Timur Nomor 21 Tahun 2019 

tentang Penanganan Keadaan Darurat Bencana di Provinsi 
Jawa Timur; 

16. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/ 108/KPTS/ 

013/2020 tentang Status Keadaan Darurat Bencana Wabah 

Penyakit Akibat Corona Virus Disease 2019 ( COVID-19) di 
Jawa Timur; 

17. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 14 Tahun 2019 

tentang Pajak Daerah; 

Memperhatikan : Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang 

Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan Corona 

Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah; 

Menetapkan 

MEMUTUSKAN : 

: PENGHAPUSAN SANKS! ADMINISTRASI PAJAK DAERAH 

KARENA DAMPAK CORONA VIRUS DISEASE 2019. 

BABI 

KETENTUAN UMUM 

Pasal l 

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kota Mojokerto. 

2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Mojokerto. 

3. Walikota adalah Walikota Mojokerto. 

4. Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset adalah 

Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota 

Mojokerto. 

5. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi 

pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak, yang 

mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan 

daerah. 

6. Pajak yang Terutang adalah pajak yang harus dibayar pada 

suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak atau 

dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. 
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7. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang 

terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat 

memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak 

mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk 

keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran 

rakyat. 

8. Corona Virus Disease 2019 yang selanjutnya disebut COVID-

19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus 

Corona. 

BASIi 

PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI PAJAK DAERAH 

Pasal 2 

(1) Penghapusan sanksi administrasi Pajak Daerah, meliputi 

penghapusan sanksi administrasi berupa penghapusan 

denda atas keterlambatan Pembayaran Pajak Daerah sebesar 

100% (seratus persen). 

(2) Penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud 

pada ayat ( 1) tidak menghilangkan kewajiban pembayaran 

pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. 

Pasal 3 

Menugaskan Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan 

dan Aset untuk melaksanakan, mengkordinasikan, 

mensosialisasikan dan mengevaluasi pelaksanaan Peraturan 

Walikota ini. 

Pasal4 

Pemberian penghapusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 

ayat ( 1) mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya peraturan ini 

sampai dengan dicabutnya status keadaan darurat COVID-19 oleh 

Pemerintah Kota Mojokerto. 
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BAB Ill 

KETENTUANPENUTUP 

Pasal 5 

Peraturan W alikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan W alikota ini dengan penempatannya dalam Berita 

Daerah Kata Mojokerto. 

Ditetapkan di 

pada tanggal 

Mojokerto 

6 April 2020 

WALIKOTA MOJOKERTO 

ttd. 

IKA PUSPITASARI 

Diundangkan di Mojokerto 

pada tanggal 6 April 2020 

SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO 

ttd. 

HARLISTYATI, S.H., M.Si. 
Pembina Utama Madya 

NIP. 19610519 198603 2 006 

BERITA DAERAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2020 NOMOR 92/B 

Salinan se n aslinya 

Kepala 

RIYANTO, S.H., M.Si. 
Pembina 

NIP. 19690905 199003 1 006 


